a. Bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan
pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melakukan klarifikasiz

Bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf’b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pembentukan
Tim Klarifikasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017
Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan
'Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1




pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan
n jadwal klarifikasi;
Mambuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan

kapada pihak yang akan diklarifikasi;

3. Menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi
dilakukan secara daring;
Menyiapkan ruang klarifikasi;
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